
 

 

 

 

BUPATI BANGKA SELATAN 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR   40   TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 38 

TAHUN 2017 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANGKA SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 38 Tahun 

2017 tentang Penegakan Disiplin Pegawai, dalam 

pelaksanaannya belum dilengkapi tentang cara teknis 

penegakan disiplin pegawai sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian; 

b. bahwa dalam mendorong profesionalitas, reformasi birokrasi 

dan guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas serta 

prestasi kerja pegawai, perlu ditetapkan  Perubahan 

Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Penegakan 

Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bangka Selatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Bangka Selatan Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bangka Selatan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 

 



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten 

Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Nomor 5587)sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3149) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 51); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037)sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti 

Pegawai Negeri Sipil; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 5); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 38 

TAHUN 2017 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

SELATAN. 

   

Pasal I 

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 38 

Tahun 2017 tentang Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 38) diubah, 

setelah ayat (3) ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (4), ayat 

(5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 8 

(1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran 

terhadap kewajiban dan larangan apabila berdampak 

negatif pada unit kerja. 

(2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran 

terhadap kewajiban dan larangan apabila berdampak 

negatif pada instansi yang bersangkutan. 

(3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 

7 ayat (3) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap 

kewajiban dan larangan apabila berdampak negatif pada 

Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/atau Negara. 

(4) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman 

hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa. 

(5) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri 

dari atasan langsung, unsure pengawasan, unsure 

kepegawaian dan pejabat lain yang ditunjuk. 

(6) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat 

lain yang ditunjuk. 

(7) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

sebelum melakukan pemeriksaan harus melakukan 

pemanggilan resmi kepada PNS tersebut sesuai dengan 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Bupati ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 

 
 

Ditetapkan di Toboali 

pada tanggal     3    Agustus  2020 

  BUPATI BANGKA SELATAN, 

 

 

           JUSTIAR NOER 

 

 
 

 

Diundangkan di Toboali 

Pada tanggal   3     Agustus 2020 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

     KABUPATEN BANGKA SELATAN, 

 
 

 
 

ACHMAD ANSYORI 
 

 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 40 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 


